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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : P.60/Menhut-II/2009 
TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian 
Keberhasilan Reklamasi Hutan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 
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9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 31/P Tahun 2007; 

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2008; 

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI 
HUTAN.  

BAB I 
PENGERTIAN 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Bangunan Terjunan Air (Drop Structure) adalah bangunan terjunan yang 

dibuat pada tiap jarak tertentu pada Saluran Pembuangan Air/SPA 
(tergantung kemiringan lahan) yang dibuat dari batu, kayu/bambu. 

2. Cover crop adalah suatu tanaman yang tumbuh rapat yang ditanam terutama 
untuk tujuan melindungi dan memperbaiki tanah antara periode-periode 
produksi tanaman pokok atau antara pohon-pohon dan tanaman merambat. 

3. Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi 
bronjong batu, anyaman ranting atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada 
alur jurang dengan tinggi maksimum 4 (empat) meter. 
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4. Dam Pengendali adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak 
lolos air) dengan konstruksi urugan tanah dengan lapisan kedap air atau 
konstruksi beton (tipe busur) untuk pengendalian erosi dan aliran permukaan 
dan dibuat pada alur/sungai kecil dengan tinggi maksimum 8 (delapan) 
meter. 

5. Erosi adalah suatu proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel 
tanah atau batuan akibat energi kinetis (air,salju, angin). 

6. Erosi Alur adalah pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-
partikel tanah oleh aliran air larian yang terkonsentrasi di dalam saluran-
saluran air. 

7. Erosi Parit adalah membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan lebar dan 
merupakan tingkat lanjutan dari erosi alur. 

8. Intensitas sampling adalah proporsi ukuran contoh terhadap ukuran populasi. 
9. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk 

hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau 
berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, 
sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 
sesuai dengan peruntukkannya. 

10. Penilaian adalah pengamatan yang dilakukan secara periodik terhadap 
kegiatan reklamasi hutan untuk menjamin bahwa rencana kegiatan yang 
diusulkan, jadwal kegiatan, hasil yang diinginkan dan kegiatan lain yang 
diperlukan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dijadikan dasar 
perpanjangan, pengembalian izin penggunaan kawasan hutan dan untuk 
mengetahui kemajuan pelaksanaan reklamasi hutan; 

11. Persentase tumbuh tanaman adalah perbandingan antara tanaman sehat 
dengan jumlah tanaman yang ditargetkan dikalikan 100% (seratus 
perseratus). 

12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 
serta kegiatan pascatambang. 

13. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan 
langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati 
lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi 
lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. 
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14. Perubahan permukaan tanah adalah berubahnya bentang alam akibat 
penggunaan kawasan hutan, sedangkan perubahan penutupan tanah adalah 
berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan. 

15. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, 
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 
dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga 
kehidupan tetap terjaga.  

16. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali 
lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai 
peruntukannya. 

17. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang 
rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas 
penggunaan kawasan hutan. 

18. Saluran Diversi adalah saluran pembelok yang dibuat untuk mencegah aliran 
air pada permukaan tanah dari suatu daerah tangkapan air yang langsung 
masuk ke jurang untuk menghindarkan hanyutnya tanah pada tanah-tanah 
yang mudah longsor. 

19. Saluran Pembuangan Air (SPA) adalah saluran air yang dibuat tegak lurus 
arah kontur dengan ukuran tertentu (sesuai dengan keadaan curah hujan, 
kemiringan lahan, kecepatan air meresap ke dalam tanah/jenis tanah) yang 
diperkuat dengan gebalan rumput. 

20. Sedimentasi adalah pengendapan material hasil dari transportasi oleh air, 
angin, ataupun gaya gravitasi pada tempat yang lebih rendah.  

21. Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) adalah suatu bangunan berikut 
perlengkapannya, yang dibangun pada suatu potongan sungai/anak sungai 
untuk keperluan monitoring tata air secara terus menerus. 

22. Systematic Sampling with Random Start adalah suatu metode pengambilan 
contoh yang dilakukan secara sistematis dengan pengambilan contoh 
pertama dilaksanakan secara random/acak. 

23. Tambang  adalah usaha penambangan dan penggalian bahan galian yang 
dilakukan di permukaan bumi. 

24. Tambang permukaan adalah usaha pertambangan dan penggalian bahan 
galian yang kegiatannya dilakukan langsung berhubungan dengan udara 
terbuka. 

25. Tanah pucuk (top soil) adalah lapisan tanah bagian atas yang banyak 
mengandung unsur hara yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. 


